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Disahkan UU No.

penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintah. Di Sisi lain warga

30 Tahun 2014 tentang Administrusi Pemerintsh (UU AP), mengatur

masyarakat mendapat perlindungan hukum dengan aturan yang sudah jelas,

Dinamika perkembangan ketentuan peraturan perundnag-undangan berupa dengan

diadopsinys emnibuslaw dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjo. Perubahan UU

Cipta Kerja merubah ketentuan yang diamr di UU Administrasi Pemerintahan, terkait

diskresi, keputusan elektronik, dan fikuf positif.

Akibat hukum dengan perubahan UU Cipta Kerja, merubah konsep diskresi, dan

penghapusan syarat bagi pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi wajib mematuhi

ketentuan dalam dalam peraturan perundang-undangan dihapus, dan putusan fiktif positif

yang menghapus kewenangan PTUN, serta keputusan elektronik.

Perkembangan pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintah, yang dirubah dalam UU

Cipta, menjadi buku Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan: Membedah UU NO.30

Tahun 2014, harus mengikuti dengan edisi revisi. Judul buku di atas, dirubah menjadi

Kontruksi Hukum Administrasi Pemerintah, Pasca Terbitnya UU Cipta (Edisi Revisi).

Sejatinyn UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi

dampak yang luar biasa, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini, baik positif dan

negatif bagi warga masyarakat dan badan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan

putusan dan/atau tindakan,
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KATA PENGANTAR

Disahkan UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (UU AP), mengatur
penyelenggaraan pemerintahan bagi badan dan/atau pejabat pemerintah. Di Sisi lain warga
masyarakat mendapat perlindungan hukum dengan aturan yang sudah jelas.

Dinamika perkembangan ketentuan peraturan perundnag-undangan berupa dengan
diadopsinya omnibuslaw dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Perubahan UU
Cipta Kerja merubah ketentuan yang diatur di UU Administrasi Pemerintahan, terkait diskresi,
keputusan elektronik, dan fiktif positif.

Akibat hukum dengan perubahan UU Cipta Kerja, merubah konsep diskresi, dan penghapusan
syarat bagi pejabat pemerintah dalam penggunaan diskresi wajib mematuhi ketentuan dalam
dalam peraturan perundang-undangan dihapus, dan putusan fiktif positif yang menghapus
kewenangan PTUN, serta keputusan elektronik.

Perkembangan pengaturan dalam UU Administrasi Pemerintah, yang dirubah dalam UU
Cipta, menjadi buku Konstruksi Hukum Administrasi Pemerintahan: Membedah UU NO.30
Tahun 2014, harus mengikuti dengan edisi revisi. Judul buku di atas, dirubah menjadi Kontruksi
Hukum Administrasi Pemerintah, Pasca Terbitnya UU Cipta (Edisi Revisi).

Sejatinya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, memberi dampak
yang luar biasa, dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini, baik positif dan negatif bagi
warga masyarakat dan badan/atau pejabat pemerintahan dalam melakukan putusan dan/atau
tindakan.

Keberlakuan UU Administrasi Pemerintahan, seiring berjalannya muncul permasalahan-
permasalahan pada penerapannya, berkaitan dengan pengadilan. Ketidaksinkronan muatan UU
AP dan UU PTUN dan undang-undang lain, memberi implikasi hukum dalam implementasi,
bahkan pasca UU Cipta Kerja disahkan. Upaya hukum dan solusi dilakukan oleh MA untuk
menyelesaikan permasalahan yang ada.

Buku ini memberi pandangan baru terhadap administrasi pemerintahan yang selama ini
berjalan, dengan standar yang jelas, akuntabel, dan transparan. Buku ini rangkaian dari buku
sebelumnya, Pengantar Kekuasaan Diskresi Pemerintahan, Pasca UU Cipta Kerja yang lebih
menekankan pada diskresinya pada UU AP.

Saya menyadari buku ini masih jauh dari sempurna, karena kesempurnaan itu milik Allah
SWT. Sebagai akademisi ini bentuk sumbangsih terhadap keilmuan, dan mewarnai literasi di
bidang ilmu hukum. Pada hakekitnya menulis itu adalah hobby yang menjadi fashion saya, setiap
membaca, mengikuti berita, menorahkan tulisan sekata, dua kata, selembar, dua lembar, dan



seterusnya untuk membuat kesenangan belaka, namun itu menjadi nyaman dan indah bagai
baginya menjadi karya yang dipublikasikan.

Sejatinya menulis itu kewajiban dan tanggung jawab moral saya sebagai dosen.
Terimakasih Ya Allah atas semua keilmuan dan keahlian saya menulis yang dilakukan sebuah
proses panjang dari artikel, procedding, jurnal, poster, makalah, buku diktat, modul, buku capter,
dan buku ajar, dan buku referensi.

Buku ini menjadi momentum atas semua impian saya, yang tidak pernah terbayang
menjadi penulis buku ilmu hukum. Buku ini menjadi buku yang 50 (lima puluh) ilmu hukum
yang saya tulis yang akan dipublikan tercatat di perpustakaan nasional. Alhamdullah puji syukur
atas segala rahmatMU ya Allah. Semua karenaMU. Bahagia, senang, haru dan menagis, kok bisa
pada titik ini. Ini bukan karya terakhir, ini awal untuk menjadi penulis yang professional, dan
fokus di bidang ilmu hukum, untuk memperkaya literasi di Propinsi Kalimantan Timur, dan
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.

Buku adalah karya yang abdi, yang akan selalu diingat. Wujud kita berbicara pada zaman
kelak, dan amal jariah bagi penulis, dapat memberi manfaat bagi pembacaranya. Kita tidak
meninggalkan harta dan segalanya, namun buku itu akan abadi. IImu saya tanam, semoga apa
yang saya tanam, tumbuh subur dan bermanfaat amin.

Terima kasih kepada bapak dan ibu (Alamarhum) yang meninggal secara bergantian di
tahun ini, cobaan yang begitu besar, dan hanya pasrah, iklas kepadaMU ya Allah Jaga selalu
Mereka amin. Buat Suami Evans Sofanus terimakasih atas pertemanan, persahabatan, suka duka,
tangis, Bahagia, tetap selalu memberi motivasi dan jadi Iman. Terimakasih atas waktu, share,
semangat untuk saya terus berkarya, dan kritiknya. Hal paling indah atas perjalanan hidup yang
kita jalani, dan menikmati atas kuasa Tuhan yang diberikan pada keluarga kita. Buat editor,
penerbit yang membantu penyelesaian buku ini. Harapan ini semoga bermanfaat.

Samarinda, 5 Oktober 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
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